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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai permasalahan makro ekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Kemampuan suatu negara untuk menghasilhan barang dan jasa akan meningkat disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya.[footnoteRef:1]   [1:  Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar Edisi 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 9.] 

Sukirno berpendapat dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara/daerah. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik menyatakan bahwa, pertumbuhan ekonomi (di daerah diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB) bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu: modal, tenaga kerja dan teknologi.[footnoteRef:2] [2:  Deddy Rustiono, “Analisa Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah,” (Tesis Magister, Program Pacasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008), 1.] 

PDRB merupakan gambaran kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu, biasanya satu tahun.[footnoteRef:3] Semakin tinggi pertumbuhan PDRB di suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Perhutingan PDRB berdasarkan harga konstan digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah.[footnoteRef:4] [3:  Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Buku Saku PDRB Provinsi Banten 2015-2016 (Banten: CV. Dharmaputra, 2017), xiii.]  [4:  Robinson Taringan, Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi Edisi Revisi (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 21.] 

Otonomi daerah diimplementasikan dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah disebut dengan Desentralisasi Fiskal.[footnoteRef:5] Pemberlakuan undang-undang tersebut merupakan titik tolak pemberdayaan pemerintah daerah secara lebih mandiri. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem negara mempunyai maksud untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, kabupaten/kota bertindak sebagai “Motor” sedangkan pemerintah provinsi sebagai koordinator yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.[footnoteRef:6] [5:  Munawar Ismail dkk, Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsir Pancasila dan UUD 1945 (Jakarta: Erlangga, 2014), 155.]  [6:  Deddy Rustiono, “Analisa Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah”, 1-2.] 

Provinsi Banten merupakan provinsi hasil pemekaran Jawa Barat pada tahun 2000 dan menjadi provinsi ke-28 di Indonesia, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000. Berdasarkan hasil pemekaran tersebut, Provinsi Banten memiliki delapan daerah administrasi yaitu terdiri dari empat kabupaten dan empat kota, dengan Kota Serang sebagi ibu kota Provinsi Banten. Keempat kabupaten tersebut yaitu Tanggerang, Serang, Pandeglang dan Lebak, sedangkan keempat kota adalah kota Tanggerang, Serang, Cilegon dan Tanggerang Selatan. Kota Serang dan Tanggerang Selatan merupakan daerah baru hasil pemekaran pada tahun 2008 dan 2009.[footnoteRef:7]  [7:  Ahmad Jazuli Rahman, “Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga kerja terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Propinsi Banten Tahun 2010-2014” Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.14 No.02, Desember, 2016, 113.] 

Adapun jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) periode 2010-2015 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten adalah sebagai berikut :
Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2015 
	Kabupaten / Kota
	PDRB ADHK Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Kab Pandeglang
	12279542
	12984403
	13738882
	14387883
	15097105
	15996632

	Kab Lebak
	12572538
	13325628
	14006209
	14887984
	15756247
	16670889

	Kab Tangerang
	58099419
	62022491
	65848281
	70065983
	73828385
	77782307

	Kab Serang
	33840990
	35905343
	37849643
	40136684
	42300935
	44425318

	Kota Tangerang
	66921378
	71864142
	76945925
	81965315
	86183523
	90811414

	Kota Cilegon
	44676529
	47633318
	51300206
	54732934
	57261923
	59996737

	Kota Serang
	12549572
	13595691
	14604637
	15670784
	16745084
	17799006

	Kota Tangsel
	30525315
	33214823
	36091809
	39251538
	42411467
	45465203

	Provinsi Banten
	271465283
	290545839
	310385592
	331099105
	349351229
	368216546


Sumber : BPS Provinsi Banten

Maka dapat dilihat pada tabel 1.1 Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten secara keseluruhan pada tahun 2010-2015 menunjukan kecenderungan meningkat pada kisaran 271.465.283 pada tahun 2010 meningkat menjadi 368.216.546 pada tahun 2015. 
Dalam teori ekonomi makro, pendapatan regional bruto merupakan penjumlahan dari berbagai variabel termasuk di dalamnya adalah investasi. Investasi sangat berpengaruh terhadap kemajuan pertumbuhan ekonomi suatu negara maupun suatu daerah. Dalam pengertian ekonomi, investasi dapat didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan untuk meningkatkan stok barang modal (capital stock) dalam periode tertentu.[footnoteRef:8] Investasi dipengaruhi oleh investasi asing dan domestik. Investasi di suatu daerah biasanya terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta, sedangkan investasi dari sektor swasta dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Investasi pemerintah dilakukan untuk menyediakan barang publik, besarnya investasi pemerintah dapat dihitung dari selisih antara total anggaran pemerintah dengan belanja rutinnya.[footnoteRef:9] [8:  Zaini Ibrahim, Pengantar Ekonomi Makro (Banten: Baraka Aksara, 2013), 45.]  [9:  Deddy Rustiono, “Analisa Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah”, 4.] 

Tabel 1.2
Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Banten
Tahun 2010-2015
	Tahun
	PMDN
	PMA

	
	Jumlah Proyek
	Realisasi
(Juta RP)
	Jumlah Proyek
	Realisasi 
(Ribu UD$)

	2010
	15
	2830007,45
	61
	577823,18

	2011
	16
	2577246,72
	56
	9523933,78

	2012
	26
	655705,69
	72
	413019,93

	2013
	101
	4008861
	591
	3720211

	2014
	131
	8081298
	996
	2034627

	2015
	427
	10709896,4
	1884
	2541970

	Total
	706
	26315510,34
	3660
	18811584,89


Sumber : BPS Provinsi Banten
Selama tahun 2010-2015 di Provinsi Banten PMDN telah terealisasi sebanyak 706 proyek dengan nilai sebesar Rp. 26.315.510,34. Sedangkan PMA terealisasi sebesar US$ 18.213.764,29 dengan jumlah proyek sebanyak 3660.
Selain Investasi, tolok ukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga tidak bisa lepas dari peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan kedalam anggaran daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif, maka semakin besar pula tingkat perekonomian suatu daerah. Pada umumnya pengeluaran pemerintah daerah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.[footnoteRef:10] [10:  Deddy Rustiono, “Analisa Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah”, 7-8.] 

Tabel 1.3
Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Banten
(Juta Rupiah) Tahun 2010-2015
	Kab/Kota
	Belanja Pemerintah Kab/Kota Provinsi Banten(Juta Rupiah)

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Kab. Pandeglang
	932878
	1168967
	1266816
	1530136
	1640017
	2037028

	Kab. Lebak
	894312
	1172211
	1274593
	1514839
	1725538
	2092695

	Kab. Tangerang
	1783509
	2027970
	1413896
	3277526
	1909367
	4179070

	Kab. Serang
	991763
	1173739
	2709388
	1706378
	3512778
	2342221

	Kota Tangerang
	1395734
	1635674
	1925246
	2766418
	2656088
	3101035

	Kota Cilegon
	673877
	840408
	876686
	1002110
	1222805
	1463978

	Kota Serang
	480433
	704437
	754832
	864286
	949970
	1061918

	Kota Tangerang Selatan
	727048
	1289439
	1743190
	1837734
	6128938
	2621240


Sumber : BPS Provinsi Banten
	Berdasarkan Tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa pengeluaran peremintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2010-2015 menunjukkan hanya beberapa daerah seperti Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Tanggerang, Kota Cilegon dan Kota Serang yang mengalami peningkatan dalam pengeluaran pemerintah setiap tahunnya dan beberapa daerah lain seperti Kabupaten Tanggerang dan Kabupaten Serang pengeluaran pemerintahnya bersifat fluktuatif pada tiap tahunnya. Sedangkan pengeluaran pemerintah Kota Tangerang Selatan mengalami penurunan pada tahun 2015.
Tenaga kerja dalam pembangunan nasional dapat didefinisikan sebagai faktor dinamika penting yang menentukan laju pertumbuhan perekonomian baik dalam kedudukannya sebagai tenaga kerja produktif maupun konsumen. Ketidakseimbangan  dalam penyebaran penduduk antar daerah ataupun wilayah dapat mengakibatkan tidak proporsionalnya penggunaan tenaga kerja secara regional dan sektoral sehingga menghambat pada laju pertumbuhan perekonomian nasional maupun daerah. Tenaga kerja merupakan faktor yang penting dalam proses produksi dari pada sarana produksi lain (bahan mentah, tanah, air dan sebagainya) dikarenakan manusialah yang menggerakkan atau mengoprasikan seluruh sumber-sumber tersebut untuk menghasilkan suatu barang dan jasa yang bernilai yang nantinya akan berpengaruh terhadap besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu daerah.[footnoteRef:11] [11:  Akhmad Susanto, “Analisis Angkatan Kerja dan Kontribusinya Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah Tahun 2010 dengan Aplikasi Sistem Informasi Geografis,” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012), 1.] 

Tabel 1.4
Tenaga Kerja (Angkatan Kerja yang Bekerja) Kabupaten/Kota
Provinsi Banten Tahun 2010-2015
	Kabupaten / Kota
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Kab Pandeglang
	474401
	455379
	517943
	406180
	435552
	440839

	Kab Lebak
	491465
	482907
	508065
	524130
	555725
	500175

	Kab Tangerang
	1239122
	1212422
	1175846
	1282137
	1343329
	1377224

	Kab Serang
	576496
	570246
	582314
	508633
	530551
	528683

	Kota Tangerang
	849324
	823516
	840092
	901496
	922981
	912723

	Kota Cilegon
	151129
	161448
	159670
	158272
	163380
	164261

	Kota Serang
	241070
	236579
	234786
	235544
	245976
	257861

	Kota Tangerang Selatan
	560078
	587163
	587131
	620627
	656498
	643694

	Provinsi Banten
	4583085
	4529660
	4605847
	4637019
	4853992
	4825460


Sumber : BPS Provinsi Banten
Tabel 1.4 di atas merupakan gambaran tenaga kerja (angkatan kerja yang bekerja) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2010-2015. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tenaga kerja di Provinsi Banten secara keseluruhan mengalami penurunan pada tahun 2011 dan 2015.
Mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu jurnal penelitian yang berjudul “Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2010-2014” oleh Ahmad Jazuli Rahman, Aris Soelistyo dan Syamsul Hadi. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa secara simultan investasi, pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Sedangkan hasil uji parsial menunjukan bahwa hanya investasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan akan tetapi tenaga kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB. Hasil uji parsial yang menujukan pengaruh negatif dan tidak signifikan antara tenaga kerja terhadap PDRB, tidak sesuai dengan Teori Neo Klasik yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yang salah satunya adalah tenaga kerja. 
Maka dari pemaparan di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang  “Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Periode 2010-2015”

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah berdasarkan hasil uji yang dilakukan pada penelitian sebelumnya yang berjudul “Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja Teradap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2010-2014” oleh Ahmad Jazuli Rahman, dkk. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa secara simultan investasi, pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Sedangkan hasil uji parsial menunjukan bahwa investasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan akan tetapi tenaga kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB. Tenaga kerja yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB tidak sesuai dengan teori Neo Klasik yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yang salah satunya adalah Tenaga Kerja. Maka peneliti ingin mengkaji lebih lanjut pada tahun berikutnya, apakah hasil pengujian terhadap variabel-variabel di atas hasilnya tetap seperti penelitian terdahulu ataukah berubah dengan ditinjau berdasarkan analisis ekonomi.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja Secara Simultan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Periode 2010-2015?
2. Bagaimana Pengaruh Investasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Periode 2010-2015?
3. Bagaimana Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Periode 2010-2015? 
4. Bagaimana Pengaruh Tenaga Kerja (Angkatan kerja yang bekerja) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Periode 2010-2015?


D. Pembatasan Masalah
	Untuk menghindari luasnya pokok pembahasan maka masalah pada penelitian ini di batasi pada hal-hal berikut:
1. Data yang digunakan adalah data Investasi ditinjau dari penjumlahan Realisasi nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja (Angkatan kerja yang bekerja) serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten.
2. Periode yang diambil adalah tahun 2010-2015.

E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Mengetahui Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja Secara Simultan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Periode 2010-2015.
2. Mengetahui Pengaruh Investasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Periode 2010-2015.
3. Mengetahui Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Periode 2010-2015. 
4. Mengetahui Pengaruh Tenaga Kerja (Angkatan kerja yang bekerja) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Periode 2010-2015.

F. Manfaat Penelitian 
Dengan penelitian yang dilakukan ini, mampu memberikan manfaat yang antara lain adalah:
1. Sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya Provinsi Banten dalam menetapkan kebijakan daerah.
2. Sebagi informasi ilmiah, bahan dan wawasan ilmu pengetahuan tentang Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
3.	Sebagai referensi bagi peneliti yang lain yang berminat untuk mengkaji dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.

G. Kerangka Pemikiran 
Penelitian ini mendasarkan pada model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow, pertumbuhan ekonomi bergantung pada faktor-faktor produksi (modal, tenaga kerja dan teknologi),[footnoteRef:12] maka fungsi produksi aggregat standar yang dipakai : [12:  Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar Edisi 3, 437.] 

Y = Aeμt . Kα . L1-α .......................................................(1)
Y = Produk Domestik Bruto
K = stok modal fisik dan modal manusia
L = tenaga kerja non terampil
A = konstanta yang merefleksikan tingkat teknologi dasar
Dalam penelitian ini Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinisi Banten sebagai (Y); pertumbuhan stok modal dilihat melalui : (1) Realisasi Investasi (INV); (2) Pengeluaran Pemerintah Daerah (EXPD); dan (3) Tenaga Kerja dilihat dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja (AK) sehingga diperoleh persamaan:
Y = f ( INV, EXPD, AK)....................................................(2)
Dari persamaan (1) dan (2) diperoleh :
Y = A INV β1 EXPDβ2 AKβ3.............................................(3)
Keterangan:
INV	= Realisasi Investasi 
AK	= Angkatan Kerja yang bekerja
EXPD	= Total Pengeluaran Pemerintah Daerah
A	= konstanta
β1, β2, β3 = koefisien
Nilai realisasi investasi, pengeluaran pemerintah daerah dan jumlah angkatan kerja yang bekerja di Provinsi Banten selama periode pengamatan 2010-2015 dijadikan variabel-variabel bebas yang secara parsial atau bersama-sama diduga mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinisi Banten yang merupakan variabel terikat. Skema hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya dapat digambarkan sebagai berikut :
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Gambar 1.1
Skema Hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan variabel-variabel yang mempengaruhinya

H. Sistematika Penulisan 
Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah penelitian yang digambarkan secara garis besar juga berisi permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. Rumusan masalah merupakan keadaan di dalam penelitian ini yang ingin dicari jawabannya dan pembatasan masalah digunakan untuk menghindari luasnya pokok permasalahan. Tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai melalui proses penelitian dan kegunaan penelitian bagi khasanah ilmu pengetahuan. Serta sistematika penulisan yang mencakup uraian ringkasan dari materi yang dibahas pada setiap bab yang ada pada penulisan ini.
Bab II merupakan tinjauan pustaka berisi tentang landasan teori-teori ekonomi, yang digunakan dalam penelitian antara lain teori pertumbuhan ekonomi, investasi, pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja. Selain teori-teori ekonomi terdapat juga penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian. 
Bab III merupakan metode penelitian yang berisi tentang waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, jenis dan data penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan operasional variabel penelitian. 
Bab IV merupakan hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan berisi tentang deskripsi data dan analisis data yang menjelaskan estimasi serta pembahasan yang menerangkan pembahasan hasil penelitian.
Bab V merupakan penutup berisi lampiran-lampiran, kesimpulan, dan hasil analisis data pembahasan. Di dalamnya juga berisi keterbatasan dan saran-saran yang direkomendasikan untuk pihak-pihak tertentu. 
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